PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 3 TAHUN
2007 TENTANG POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian
terhadapPeraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun
2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5490);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

21.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);



23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan
Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari
Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5392);

25.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasir Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG
POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir
Tahun 2007 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2,3,4,5,6,7,dan 8 diubah, dan diantara angka 18 dan 19
disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 18 A dan 18 B sehingga pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

Daerah adalah Daerah Kabupaten Paser ;
Bupati adalah Bupati Paser ;
Kabupaten adalah Kabupaten Paser ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

18A.

18B.

19.

20.

21.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser ;

Peraturan Daerah selanjutnya disingkat PERDA adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Paser ;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser ;

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Paser;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut;

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah;

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara
umum daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;

Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat
pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya;

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang
bertanggungjawab atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Paser;

Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD;

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik
daerah;



22,

23.

24,

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah;

Rekening Kas Umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pda bank yang ditetapkan;
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD;

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih;

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih;

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antar pendapatan daerah dan belanja
daerah;

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah;

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran;

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga
daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut
dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada
tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;

Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran
berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan
anggaran tahun berikutnya;

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur;

Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang
dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan
kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi
dana;



39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit
kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa;

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran
yang diharapkan dari suatu kegiatan;

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan;

Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJIMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun;

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD
serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
berdasarkan SPM;

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah
deokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;

Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja
dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;



56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP
adalah dokumen vyang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional
kantor sehari-hari;

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-TU adalah dokumen vyang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD,
karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang waijib dibayar kepada pemerintah daerah
dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
akibat lainnya yang sah;

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau
kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundang-undangan , perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang
sah;

Dana Cadangan adalah dana yang disihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran;

Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang
berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/init yang mempunyai tugas
dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin
agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana
dan peraturan perundang-undangan;

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai;

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat disingkat BLUD adalah
SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam, melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsif efisiensi dan produktivitas;

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan SPP;

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti
bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/tau manfaat lainnya sehingga dapt
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut :



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 6

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai

kewenangan untuk :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;

d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan
daerah;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang
daerah;

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik
daerah; dan

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran.

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan
sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan
daerah kepada :

a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPKD;

c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada
prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang
menerima/mengeluarkan uang.

Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A, yang
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, pengguna anggaran/KPA bertindak sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Bidang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ketentuan Pasal 12 diubah diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (3a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-
tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah
uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi jabatan dan/atau rentang
kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.



(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.

(3a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditentukan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, dan

g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

__h

(4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
pengguna anggaran/pengguna barang.

(5) Dalam pengadaan barang dan jasa, kuasa pengguna anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen.

Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 15

(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pada SKPD.

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung
maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau
menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama
pribadi.

(4) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
kuasa pengguna anggaran, Bupati menetapkan bendahara penerima pembantu
dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal
22 berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 22

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri
atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain PAD yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d mencakup :

hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

hasil pemanfaatan dan pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan;

jasa giro;

pendapatan bunga;

penerimaan atas tuntutan ganti rugi;

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;dan

h. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

o

Q@ mpaon

Ketentuan Pasal 35 diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) ditambah 2 (dua) ayat,
yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Berdasarkan kebijakan umum APBD vyang telah disepakati, pemerintah
kabupaten dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran
sementara yang disampaikan oleh Bupati.

(2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun
anggaran sebelumnya.

(3) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan pilihan;
b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

(4) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang
telah dibahas dan disepakati bersama bupati dan DPRD dituangkan dalam
nota kesepakatan yang ditandatangani bersama-sama oleh bupati dan
pimpinan DPRD.

(4a)Dalam hal bupati berhalangan, maka Wakil Bupati berwenang
menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

(4b)Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA
dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
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(5) Bupati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD
menyusun RKA-SKPD.

Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 59

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan
pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang
terjadi dalam tahun yang sama.

(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ketentuan Pasal 92 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 92

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang
persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.

(2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian
uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan
menerbitkan SPM-GU dan menunjukkan bukti asli serta dilampiri surat
pengesahan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan
sebelumnya.

(3) Dalam hal wuang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang
persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

(4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 110 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut

Pasal 110

(1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum
daerah pada bank yang ditentukan oleh bupati.

(2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa
BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada
bank yang ditetapkan oleh bupati.

(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk
menampung penerimaan daerah setiap hari.



(4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir
hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

(5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi
dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.

(6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk
membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

11. Ketentuan Pasal 150, dihapus.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.
Ditetapkan di Tana Paser

pada tanggal 7 Maret 2013

BUPATI PASER,

ttd

H. M. RIDWAN SUWIDI
Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd
H. HELMY LATHYF
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2013 NOMOR 2.
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Suwardi,SH,M.Si
Pembina
Nip.19620424 199303 1 011
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 3 TAHUN

2007 TENTANG POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UMUM

Bahwa pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Paser telah diatur
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun 2007 dengan mendasarkan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Dalam pengimplementasian Pengelolaan Keuangan Daerah, di daerah yang
mendasarkan Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, masih dirasakan
mengalami kendala secara administrasi, sehingga telah dilakukan perubahan dengan telah
ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan dalam rangka semakin menyempurnakan aturan Pengelolaan
Keuangan Daerah maka ditetapkan kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
maka terhadap beberapa isi ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, juga perlu dilakukan
penggeseran.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Nomor 1 : Cukup Jelas



Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

o O A WD

Nomor 7
Nomor 8
Nomor 9
Nomor 10

1. PASAL 11

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas



Raperda Rapat Pokok Pokok pPengelolaan Keuanga Daerah
6 Februari 2013

a s wnN e

Konsideran nomor 21 dihapus sama dengan no 25 (perbaiki)

Ditambah konsideran memperhatiakan perpres 54/2010 jo 70/2012 barjas
Ditambah Permendagri ttg Tana Paser;

Ketentuan Ps 1 ditambah angka 68 Pengertian/singkatan SKPKD

Apakah KPA juga bertindak sbg pejabat pembuat komitmen kalau ya maka Ps
11A ditambahkan kata pengguna anggaran atau kuasa Pengguna anggaran

Ps 12 ayat (2) dipertanyakan kriterian tingkat daerah, besaran SKPD, untuk
memperjelas akan diatur dengan PERBUB maka ditambahkan frase akan diatur
dg perbub.

Ps 35 ayat (2) hrs benar-benar dilaksanakan bulan Juli;

Ps 35 ayat 4A dan 4B dipertanyakan apakah kewenangan ini benar ada dalam
atauran (permendagri atau yang lainnya)

Ps 35 ayat 4B dipertanyakan siapakah Pejabat yang berwenang;



Rapat Raperda Penyertaan Modal BPD
6 Februari 2013

Konsideran menimbang ditambah Permendagri ttg tana paser

Ketentuan umum angka 4 APBD koreksi APBDP

Angka 5 tidak menunjukan definisi

“‘Contoh frase usulan BPD Kaltim yang selanjutnya disebut Bank
Pembangunan daerah adalah BPD Kaltim” (konsisten dengan penyebutan
pada pasal 5 dst)

Penulisan APBD koreksi menjadi APBDP dalam setiap pasal

Ps 9 dipertanyakan keterlibatan inspektorat dlam hal apa? dan pengawasan yg
bagaimana apakah ada SK nya ayat (3)

Pertanyaaan yang sifatnya teknis

»wbh

Kenapa hrs disetor ke BPd tiap tahun/aturannya apa?

Penyertaan modal tidak menyentuh langsung kesejahteraan rakyat

Kenapa menurun deviden dari BPD

Selama belum masuk rekening penyertaan kemana dana yang akan diseteor
tersebut disimpan karena penyertaan menunggu APBDP padahal dana sudah
terbaca saat APBD murni?

Kalau bisa dibuat perda induk untuk penyertaan modal jadi tiap tahun hanya
merubah nominal angka saja (referensi Perda Pemda jawa timur)



Rapat Raperda LABKESDA
7 Februari 2013

Konsideran mengingat ditambah uu rumah sakit (44/2009)

Permendagri tana Paser

Memperhatikan Kep menkes ttg Lab

Pasal 1 ayat 15 koreksi LABKESDA

Ps 3 ditambah frase Pemerintah Pusat

Ps 10 huruf b angka 2 diganti Kimia darah Klinik

BAB IX KLB jangan disingkat

BAB XIV sampai Penutup Perlu koreksi karena tidak nyambung dengan materi
sepertinya tercampur dengan Perda Parkir
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